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- Pramono Isyaratkan’
Tersangka Baru Bansos

DlddhhlaksaAgmgMudaﬁidma@usm (Iampldsus)R.Wniyo
Pramono mengatakansebentarlaglalmnadauersangkabaru dala
kasus dana bantuan sosial di Sumatera Utara. Dirinya menje

“Ya, sebentar lagi ada tersangka baru. Saat ini sedang penyi
di sana. Jaksa-jaksa saya sudah turun melakukan penyidikz
kasus tersebut,” ujarnya ditemui di Ballroom Sanur Paradis
Plaza, kemarin = » Baca Pramono... al 31

Tolak Alasan Ketakutan
dan Pentingnya Ke

% Kalau memang berniat
sungguh-sungguh

- menyerap anggaran
dengan semestinya,
tidak perlu takut

menyerap anggaran

el

i

mUntuk
Membergﬂas,.
korupsi,
penyelidik,
% penyidik dan
- auditor agar
~ menghilang-
“kan urat

takutnya. ( /g

% PRAMONO...
Sambungan dari hal 21

Saat ditanya calon ter-

gan tim jaksa dalam kasus ini.
“Saat ini tim tersebut sedang
bergerilya melakukan peny-
idikan, Para jaksa yang meny-

Seperti diketahui, saat ini
tersangka kasus dana bansos
itu di antaranya Gubernuy
Sumut Gatot Pujo Nugroho

sangka baru itu berasal dari
partai politik? Pramono
terkesan enggan menjawab.
Dia hanya menegaskan bah-
wa kasus Bansos Sumut ity
ditangani Tim Satuan Tugas
(Satgas) Khusus.

Dia terkesan optimistis den-

;i {(eﬁuallgz_m' (BPK) dan BPKP.

idik kasus itu terkenal tahan

banting di Sumut,” paparnya.
Imbuh Pramono, untuk me-

- nelusuri ke mana saja dana

bansos itu m galir, pihaknya
bekerja sama ngan institusi
Polri, Badan Pemeriksaan

2015 0leh KPK. (ken

dan istrinya Evy Susanti serta
pengacara kondang Kaligis.
‘Yang terbaru adal 1 man-
tan Seketaris Jenderal Partaj
Nasdem, Patrice Rio Capella.
Capella ditetapkan’gebagai
tersangka pada 15 Oktober
/pit)
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 BIDIK YANG LAIN : Kabareskrim Komjen Anang Is
__ngkinan tersangka lain. :
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Kabareskrim akan

Jerat Tersangka Lagi

'Buntut'Penuntasan‘ |

Kasus BP3TKI

. DENPASAR - Kasus korupsi BP3TKI
(Balai Pelayanan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia),
mendapatkan tanggapan dari Mabes
Polri. Kasus yang terkesan menye-
lamatkan penerima hasil korupsi

- hingga mencapai Rp 1,5 miliar, yaitu

Wahyudi Matodang alias Dodik ini
ditanggapi serius Kabareskrim Komjen
Anang Iskandar. : ;
. Diabahkan memastikan bahwa kalau
memang nanti sesuai fakta persidan-
gan hasilnya memastikan terlibat,
Dodik akan jadi tersangka. Anang
mengatakan memang kasus BP3TKI,
ada kasus korupsi pengadaan lahan.
“Dua sudah disidang. Kemudian
dua tersangka kami alihkan penanga-
‘nannya ke Polda Bali. Kami menan-
gani dengan serius kasus ini,” jelas
mantan Kalakhar BNN, ini kemarin
dalam acara Pelatihan Bersama
Kapasitas Penegak Hukum dalam
penanganan Tipikor, yang diseleng-

- garakan oleh KPK bersama dengan

Mabes Polri, Kejagung, PPATK, BPKP
dan BPK RI di Sanur Paradise Plaza,
Sanur, Denpasa‘r.‘ :

|

juga sejumlah pejabat. (art/ pit)
= 8 3

Dia memastikan bahwa, semen-
tara yang bisa ditetapkan menjadi
tersangka lebih awal adalah 4 orang.
Dua sudah sidang, dua lagi masih
ditangani. “Memang ada peran den-
gan nama Wahyudi Matodang alias
Dodik, namun kami tunggu fakta
persidangannya. Jika memang dalam
fakta persidangan terbukti ada aliran
dana, pasti kami jadikan tersangka,”
lanjutnya. “Jadi kami menunggu fakta
persidangan, setelah Dodik jadi ter-
sangka,” janjinya. = $

Seperti di berita sebelumnya, ada
fakta persidangan yang unik kasus
BNP3TKI. Kasus ini ditangani oleh
Mabes Polri. Namun, ada nama Dodik
yang belum terjerat hukum. Dia ikut
dari awal pengadaan lahan bahkan
saat nego di rumah makan Tekko

- sampai akhir mengambil dana, sempat

|memerintahkan terdakwa Prio dan

tersangka Trusdy mengabil dana Rp
750 juta sebanyak dua kali. 2
dalam dakwaan dijelaskan, bah-
wa tahun 2013,dalam DIPA (Daftar
Isian Penggunaan Anggaran) BP3TKI
terdapat anggaran beli tanah untuk
kantor. Pagu anggaran Rp 7,5 m. Untuk
pelaksana kegiatan. Selain beberapa
nama sebelumnya, ada nama muncul
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Di PTUN Terungkap
Berkas Soal Ternyata:
Masth di Singaraja

DENPASAR ‘Mantan Rek-

] a), Prof. Dr.

man udiana akhirnya di-

di Pengadilan Tinggi
Tata ‘Usaha Negara (PTTUN)
‘Denpasar, Senin kemarin
19/10). Sudiana bersaksi
terkait kasus Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) Dosen
Undiksha tahun 2014. Selain
itu, saksi lainnya pihak yang
mewakili Dirjen Dikti, serta
Komisi Informasi Bali.

Ini merupakan sidang lanju-
tan keberatan Undiksha atas
putusan Komisi Informasi
Bali yang telah memenang-
kan Gede Kamajaya sebagai
pihak CPNS Dosen Undiksha
tahun 2014 yang meminta
kejelasan nilai Tes Kompe-
tensi Bidang (TKB) yang tidak
diumumkan oleh Undiksha
secara transparan.

Dalam sidang tersebut Sudl-
ana sebagai Rektor Undik-
sha pada tahun 2014 tetap
bersikukuh bahwa semua me-
kanisme dan hasil akhir dari
pengadaan CPNS tersebut
merupakan kewenangan dari
pusat. Yakni, Panitia Seleksi
Nasional (Panselnas) CPNS.
“Kami tidak ada kewenengan
untuk memMuka nilai itu kepa-
da Gede Karhajaya,” terangnya.

Dalam kesaksiannya, Ny-
oman Sudiana juga menga-
takan, bahwa nilai yang dikirim
ke Panselnas adalah nilai jadi,
alias setelah diolah di Undik-
sha. Dipertajam lagi oleh Ma-
jelis Hakim, di mana soal dan

kuncl jawaban serta hasil TKB
peserta CPNS Dosen Undiksha,
Sudiana menjawab masih ada
di Singaraja yakni di pengelola

_data dan informasi Undiksha.

“Untuk berkas soal dan kunci
jawaban, serta hasil penilaian

‘ada di Undiksha,” jawabnya.

Sementara itu, pihak Gede

_Kama;aya sendiri menilai bah-
‘wa pemyataan mantan rektor

Undiksha Nyoman Sudiana
sudah cukup memberikan
bukti, bahwa nilai, sodl, kunci
jawaban, serta hasil evaluasi
panitia masih berada di Undik-
sha. Padahal Gede Kamajaya
sendiri meminta kejelasan
mengenai nilai, soal, kunci
jawaban, serta hasil evaluasi
panitia lokal.

“Ini kan ranahnya panitia
lokal, apa kaitannya dengan
pusat. Kan saya meminta trans-
paransi saja dari Undiksha

~yang selama ini kami tidak

pernah diberikan atau diperli-
hatkan,” ujarnya.

Menprut Gede Kamajaya, ke-
saksian dari pada mantan Rek-
tor Undiksha dan Dirjen Dikti
pun sudah sangat kontradiktif
dengan apa yang diatur dalam
UU 14/2008 tentang Keterbu-
kaan Informasi Publik, bahwa
dokumen tersebut bukan do-
kumen yang dirahasiakan lagi.

“Saya contohkan, misalnya
ketika siswa SMA mengikuti
ujianﬂpasional, jelas soal se-
belum dikerjakan itu menjadi
dokumen rahasia negara. Teta-
pi kalau sudah dikerjakan, soal
itu tldak lagi menjadi dokumen
rahasia. Demikian juga dengan
nilai, semua berhak meminta
transparansi. Lah lalu kenapa
Undiksha merahasiakan itu
semua dan menganggap itu
bukan wewenangnya?,’ tegas
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adalah informasi yang berhak
diterima oleh peserta CPNS
Undiksha,” ujar Ketua Komisi
Informasi Bali Nyoman Gede
Lagawa Parta, ketika bersaksi
di PTTUN. b iuabid
Seperti berita sebelumnya,
| Gede Kamajaya merupakan
peserta CPNS Doser*Sosiolo-
gi Undiksha tahun 2014 yang
- Undiksha. Padahal nilainya
- lebih besar dan justru ada di
- Fakultas lain yang lebih kecil
nilainya dinyatakan lulus. Gede
- Kamajaya pun meminta soal,
 kunci jawabannya, beserta rin-
f cian nilai TKB yang ia lakukan.
Tetapi ditolak Undiksha den-
gan alasan bukan wewenang
Undiksha untuk membuka.
Gede Kamajaya pun akhirnya

ENDRI HARLIAWANRADAR BALI

TAK TFIANSPARAN: Mantan,l‘iektor Undiksha Singaraja Prof. Nyoman
Sudiana, saat bersaksi di PTUN Denpa r, kemarin, ¢

Kamajaya setengah bertanya.
Lain lagi dengan pihak
Komisi Informasi Bali yang
juga ikut bersaksi, secara jelas
menyebutkan, bahwa infor-
-masi yang diminta Gede Ka-

majaya adalah sifatnya bukan
rahasia, melainkan informai
yang berhak diterima oleh
peserta CPNS Dosen Undik-
sha. “Kami katakan informasi
yang diminta Gede Kamjaya

menangdi persidangan Komisi
Informasi Bali, yang akhirnya
Undiksha banding ke PTTUN
Denpasar, yang berkeberatan
dengan hasil putusan Komisi
Informasi Bali. (hen/rid)
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SINDIR PEJABAT :
Ketua KPK Taufi-
equrrahman Ruki

(kiri) menyampaikan

sindiran tentang

alasan ketakutan |
menyerap anggaran
yang dinilai omong
kosong, di Sanur
Paradise Plaza,
“kemarin.
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penerapan sanksi yang tegas
sebagai upaya menimbulkan

ﬁggak Hukum 2015

Aparat P | )
yang akan berlangsung selama  terseb
5 hari dimulai pada 19 hingga  Rangk
23 Oktober2015. " « n
‘Ruki menjelaskan kegiatan ~ Imbuh Ruki, keglatan te
tersebut dilakukan untuk men-  but merupakan realisasi d: 'i
gatasi berbagai kendala dalam fungsi mekanisme pemi’cu
penanganan perkara tindak (trigger me kanism) ang
pidana korupsi dan pengem-  miliki KPK dz gkam
balian kerugian keuangan percepat pmses penangan
negara. Khususnya di Provinsi  perkara tindakpidana koru
Bali dan Nusa Tenggara Barat yang sedar ditangani aparat
(NTB) Melalui sinergi tersebut ~ peneg: i Ret
diharapkan dapat terwujud  ni, kepolisian dan kejaksaa
kerja sama yang lebi efeh#dn “Pelatihan ini menjadi amat
_ antarainstansi pen penting untuk meningkatk:
auditor BPK, dan ‘dalam  kapasitas aratpenegak -

pemberantasan korupsi.

“Sinergidan kerja sama ini
mutlakdllaksanakana)nengmgat

A RS, e - S e

dikan penyidi

- kum dalam penanganan per-

kara sejak di tingkat penyeli-

- telah digelar di dua

. September 2015 mtuk wila

‘KPK menggelar ke

hmgga penyelamatan aset
ra hasil tindak pidana

1p i,’ tegasnya.

im pelatihan bersama se-

lama lima hari itu, para peserta

1 ‘akan dibekali 13 materi dari

para narasumber yang kom-

~ peten dengan format ceramah,
i diskusi, dan tanya-jawab. “Ini

bertujuan untuk *nemperda-
lam pengetahuan teknis terkait

- penanganan perkara tindak pi-

dana korupsi,” sambung Ruki.
Sebelumnya, kegiatan serupa
Yakm

di Pekanbaru, Riau, pada 24-28

i Agustus 2015 untuk wilnya,h
. Provinsi ‘Riau dan Ke

Rlau DI Mapadq iy
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